
GT]BE,RNUR SUMATE,RA UTARA

PERATURAN GUBE,RNUR SUMATtrRA UTARA
NOMOR lO TALIUI\ a0 r>

TENTANG

TAMBAHAN PBNGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERiNTAH PROVINSI SUMATBRA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

Menimba:rg: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2}ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, merryatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahal penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;

bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana
dimaksud da,lam huruf a, untuk meningkatkan kesejahteraan
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anglaran 2OL2;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaral Negara Repubiik indonesia Nomor i 103);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L974 Nomor 55, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041i sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun L999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor I Tahun L974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik indonesia
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Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor i Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambaha:r Lembara-rr Negara Republik
Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4+37it sebagaimala telah diubah beberapa kal'i,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaal;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO+ tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomor aa38);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lemba1:an Negara Republik

Indonesia Tahun 201 r Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun f950 Nomor 59);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5761;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;



12" Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapal St6indar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a585);

13" Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 250, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a6la\

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a7371;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20i0 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

16. Peratur€Ln Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang St6ndar

Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17 " Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaa:r Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2OLl tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 22 Tahun zOlL
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2Al2;

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2AO8 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008

Nomor 7);

2L. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Keda Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara



(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2008

Nomor 8);

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OO8

Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OOg tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lainnya Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2OO9 Nomor 6, Tambahan Lemba-ran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

MenetAPKAN : PBRATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGtrRI SIPIL DI LINGKUNGAN PBMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

BAB i
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah

sebagai Unsur Penyeienggara Pemerintahan Daerah.

3. pegawai Negeri sipil adalah unsur aparatur negara yang

bertugas pada Pemerintah Provinsi sumatera Utara yang

ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. Bselon adalah Tingkat Jabatan Struktural'

5. Pengelolaan Keuangan Daerah ada,lah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaar, pelaksanaan, penatausahaal,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawas€ul keuangan

daerah.

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang

akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur'

7" Fungsi ada-lah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang

tertentu yal1g dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan nasional.



8. Tambahan Penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan

dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan
pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi.

9. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan ada-lah Pegawai Negeri Sipil
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan dipekedakan di luar instansi induknya.

10. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri
Sipil yang meLaksanakan tugas di luar instansi induknya yang
gajinya dibebankan pada instalsi yang menerima bantuan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tarnbahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka

memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan
kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Daerah.

BAB IiI
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 3
Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan:

a. tempat bertugas;

b. kelangkaan profesi;

c. beban kerja.

Pasa-l 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat
Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada

Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Jakarta
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pemberian Tambahan Perrghasiian berdasarkan Kelangkaan

Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

diberikan kepada Widyaiswara, Auditor dan Peneliti yang
besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
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Pasal 5

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Keda

sebagaimana ditnaksud daiam Pasal 3 huruf c, untuk:
a. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli

Gubernur dan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara
sebagairnana tercanturn dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisa-hkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD Provsu

sebagaimana tercantum dalam Lampiran vI yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasa-l 6

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki

Jabatan Fungsional sepanjang tidak diatur da-lam Peraturan ini
dipersamakan dengan Staf (Non Eselon) dengan tetap menerima

Tunjangan Jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 7

pegawai Negeri sipil pindahan dari Departemen, Lembaga
pemerintah Non Departemen, Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota lain daiam tahun berl'alan dan namanya

belum termasuk dalam daftar gEi di Lingkungan Pemerintah

Daerah, tidak menerima Tambahan Penghasilan.

Pegawai Negeri sipil yang diperbantukan di luar satuan Kerja

Perangkat Daerah tidak menerima Tambahan Penghasilan.

pegawai Negeri sipil yang dipekerjakan di luar satuan Kerja

perangkat Daerah, diperhitungkan Tambahan Penghasilannya

berupa petrarrtrahan selisih anta,ra besaran yang diterimanya

pada Instansi yang mempekedakannya dengan jumlah yang

dibayarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara.

t4l Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud

Pasa_l 5 dianggarkan dan dibayarkan melalui SKPD masing-

masing.

{5) pegawai Negeri sipil yang sedang melaksanakan tugas belqjar

tidak menerima tambahan penghasilan'

(i)

(2\

(3)



(1)

(21

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasa-l B

'Iambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada

APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2Ol2 yang

dibayarkan setiap bulan.

Pasa-l 9

pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak hadir
melaksanakan tugas tanpa aiasan yang sah sebesar 3 o/o (tiga

persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan

Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.

Untuk tertib adrninistrasi pembaya-ran Tambahan

Penghasilan, diharuskan kepada seluruh Satuan Keda

Peratrgkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

mempersiapkan ciafta: hadir Pegawai Negeri Sipil yang

merupakan bukti sah sebagai dasar pembayaran.

Kehadiran Pegawai llegeri Sipil dalam melaksanakan tugas

didasarkan kepada daftar hadir pelaksanaan apel setiap hari

kerja pada satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara.

(a) Hasil pemotongal sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan

ke Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Utara.

tsAts V
JANGKA WAKTU

Pasal 10

Tambahan Penghasilan dibayar terhitung sejak Januari sampai

dengan Desember Tahun 2OI2.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 1 1

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan

Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tambahan Penghasilan

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2}ll d.icabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

(3)



Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 16 Februari2Ol2

Plt. GUBERNUR SUMATBRA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggat lT W*tai Pot*

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

/u-
NURDIN LUBIS

BERITA DABRAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 
'O



LAN'IPIRAN i PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR io tAttuM grtl
TANGGAL lb Ep*wtoi *eo-

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERTUGAS PADA KANTOR PBRWAKILAN

PROVINSI SUMATERA UTARA DI JAKARTA

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN TAMBAHAN PBNGHASILANI BULAN
(Rp)

1 Kepala Kantor 5.000.000,-

2 Kasubbag 3.000.000,-

2 Staf

a. Goiongan IV 2.750.000,

b. Golongan III 2.500.000,-

c. Golongan II 2.000.000,-

d. Golongan I 1.750.000,-



LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR [O tAttuw $.et]
TANGGAL tt, teb.lrr,; *oW

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGI(AAN PROFESI KEPADA WIDYAISWARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN GOLONGAN TAMBAHAN
PENGHASII,AN/

BULAN (Rp)

1 Widyaiswara Utama tv /d s/d N /e 4.500.000,-

2 Widyaiswara Madya IVla sld Nlc 4.000.000,-

3 Widyaiswara Muda ttllc s/d IIIId 3.000.000,-

4 Widyaiswara Pratama III/a s/d III/b 2.250.000,-



LAMPIRAN IIi PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR tO TAHUV 2orr
TANGGAL lL Tda^t tti +otr

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAi NEGERI SIPIL
J3ERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA AUDITOR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/
BULAN (Rp)

1 Auditor Ahli Madya 3.000.000,-

2 Auditor Ahli Muda 2.750.000,-

J Auditor Ahli Pratama 2.500.000,-

4 Auditor Fenyelia 2.250"000,-

5 Auditor Pelaksana ianjutan 2.000"000,-

6 Auditor Pelaksana 2.OOO.OOO,-



LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR tO n++{rlo/ ,-ela-
TANGGAL lb fuavptd arr*

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI KEPADA PENELITI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/
BULAN (Rp)

1 Peneliti Utama 3.250.000,-

2 Peneliti Madya 2.750.000,-

3 Peneliti Muda 2.250.000,-

4 Peneliti Pertama 2.0OO.000,-



I,AMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR lo tAlUMeot>
TANGGAL Lro fzbwra,i ?ota.

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KER.IA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN,

STAF AHLI GUBSU, INSPEKTUR DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO

NO. JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN/

BULAN (Rp)

1 Sekretaris Daerah Provinsi 30.000.000,-

2 Asisten Sekdaprovsu 22.OOO.OOO,-

3 Staf Ahli Gubsu 15.000.000,-

4 lnspektur 15.000.000,-



LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR les T/.PIUN eeg
TANcGAL tb Fv|wu'i eota

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BBRDASARKAN
BEBAN KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA SATUAN

KER.IA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO" JABATAN TAMBAHAN PENGHASILAN
/BULAN (RP)

1

Kepala Dinas/Badan, Sekwan,
Direktur RSJ, Kepala Biro, Ka. Satpol
PP dan Sekretaris KorPri

10.000.000,-

2
Sekretaris/ Irbanl Kabid/
t<abas,lKepala UFTD / Wakil RSJ

3.250.000,-

3
Kasubbag I Kasi / Kasubbid dan
Kasubbas UPTD

2.250.000,

4 Staf

a. Golongan iV 2.000.000,

b. Golongan III 1.750.000,

c" Golongan i dart II 1.500.000,-

PIt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

GATOT PUJO NUGROHO


